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Abstrak
 

Tesis ini meneliti mengenai Kewenangan Majelis Pengawas Notaris dalam hal memeriksa Notaris selaku

PPAT. Hal ini terkait dengan akta PPAT yang dibuat oleh Notaris dalam kedudukannya sebagai PPAT,

dimana antara PPAT dan Notaris memililki tugas dan wewenang berbeda yang diatur dengan 2 dua aturan

yang berbeda dan bernaung dibawah 2 dua kementerian yang berbeda dengan kode etik dan aturan jabatan

yang berbeda pula. Dalam penelitian ini, Penulis mengangkat 2 dua pokok permasalahan, pokok

permasalahan yang pertama adalah bagaimana kewenangan Majelis Pengawas Notaris terkait pelanggaran

yang dilakukan oleh Notaris dalam jabatannya selaku PPAT? Pokok permasalahan yang kedua adalah

bagaimana fungsi pengawasan dan pebinaan terhadap Notaris selaku PPAT yang melakukan pelanggaran?

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang menekankan pada norma-norma hukum tertulis

dengan pendekatan yuridis yang mempergunakan sumber data sekunder, digunakan untuk menganalisis

berbagai peraturan di bidang jabatan Notaris, jabatan PPAT, kode etik Notaris maupun PPAT, buku-buku

dan artikel-artikel yang mempunyai korelasi dan relevansi dengan permasalahan yang diteliti, serta putusan

Majelis Pengawas Wilayah Notaris Sumatera Utara dan Majelis Pengawas Pusat Notaris. Hasil dari

penelitian ini menunjukkan bahwa kewenangan Majelis Pengawas Notaris dalam memeriksa pelanggaran

Notaris dalam jabatannya selaku PPAT dilihat melalui subjek dan objek perkaranya, yakni sebagai notaris

dalam melakukan tugas dan jabatannya dan perilaku notaris sebagai pejabat dengan mengingat bahwa

perilaku tersebut melekat pada pribadi seorang notaris meskipun ia sedang tidak melakukan tugas

jabatannya. Fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap setiap PPAT dilakukan oleh Menteri ATR/BPN

melalui Kantor Pertanahan dalam hal pelanggaran atas pelaksanaan jabatannya, sedangkan dalam hal

pelanggaran kode etik dilakukan oleh organisasi Ikatan PPAT IPPAT melalui Majelis Kehormatan.

<hr />This thesis research about the Authority of Notary Supervisory Board in the case of examining Notary

In Position as Land Deed Official. This is related to the land deed that was made by Notary but in his

position as Land Deed Official, wheres between Land Deed Official and Notary have differences of duties

and authorities which are arranged with 2 two different rules and work under 2 two different ministries with

a different code of ethics and also rules. In this research, the author raised 2 two principal issues, the first

one is how the authority of the Notary Supervisory Board related to violation committed by Notary in his

position as Land Deed Official The second issue is how does the supervisory function of the Land Deed

Official This study use normative juridical method that emphasizes norms of written legal norms with

juridical approach with secondary data sources that used to analyze various regulations in the field of Notary

and Land Deed Officer included their code of ethics, books and articles that have correlation and relevant to

https://lib.ui.ac.id/detail?id=20467537&lokasi=lokal


the issues to be researched, and the decision of North Sumatera Notary Regional Supervisory Board and

decision of Supervisory Board of Center Notary. The results of this study indicate that the authority of the

Notary Supervisory Board in examining the violation of Notary in his position as Land Deed Official is seen

through the subject and obiect of each case, namely as notary in perform their duties and about their

behavior. The supervision function of the Land Deed Officer is done by the Minister of ATR BPN through

the Land Office in case of violation in performing their duties, while in the case of code of ethics violation

done by the Land Deed Officer Association IPPAT through the Honorary Board.


